
119 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Adjie, Habib, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan 

Tulisan), Bandung: Mandar Maju. 

 

Ashshofa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

 

Gunawan, Markus Gunawan, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum 

Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. 

 

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Membahayakan 

Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, 

dan Peradilan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. 

 

Harahab, M. Yahya, 2006, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusn Pengadilan, 

Jakarta: Sinar Grafika,Cetakan keempat. 

 

Mandalangi, J. Pareira, 1986, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional Buku 

1 Suatu Modus Pengatar, Bandung: Bina Cipta, Cetakan Pertama. 

 

Mirwati, Yulia, 2002, Metode Penelitian Hukum, Padang: Fakultas 

Pascasarjana Universitas Andalas. 

 

R, Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politiea. 

 

Samudra, Teguh, 2004, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi 

Pertama, Bandung: PT. Alumni Bandung. 

 

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita. 

 

Subekti, R, 1995, Hukum Pembuktian, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 

Cetakan Kelimabelas. 

 

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 

 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tianjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATAN PPAT YANG
DIGANTIKAN BERKAITAN DENGAN AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA
DINAR TRI A, Taufiq El Rahman, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



120 
 

 

Soemardjono, Maria S.W, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian 

Sebuah Panduan Dasar, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

 

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, 

Jakarta: Ghalia Indonesia 

 

Prodjodikoro, R. Wirjono, 1983, Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur 

Bandung, Cetakan Kesembilan. 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 52); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5893); 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 

14 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATAN PPAT YANG
DIGANTIKAN BERKAITAN DENGAN AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA
DINAR TRI A, Taufiq El Rahman, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



121 
 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah; 

 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang 

perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, 

Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah. 

 

C. Sumber Lain 

Administrasi Portal Pemerintah Kabupaten Sleman, 2016, Kondisi Geografis 

Kabupaten Sleman,  http://www.slemankab.go.id/215/geografis.slm  

diakses pada hari Kamis  tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.55 WIB; 

 

Administrasi Portal Pemerintah Kabupaten Sleman, 2016, Kondisi Geografis 

Kabupaten Sleman, http://www.slemankab.go.id/213/karakteristik-

wilayah.slm, diakses pada hari Jum’at tanggal 18 Mei 2018. 

 

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PENGGANTI DALAM
MELAKSANAKAN JABATAN PPAT YANG
DIGANTIKAN BERKAITAN DENGAN AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA
DINAR TRI A, Taufiq El Rahman, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.slemankab.go.id/215/geografis.slm
http://www.slemankab.go.id/213/karakteristik-wilayah.slm
http://www.slemankab.go.id/213/karakteristik-wilayah.slm

